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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR \,i:\ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

Menimbang 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 
Nomor 313/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 
159/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, 
terdapat penambahan alokasi belanja bantuan keuangan 
bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Hutang 
Jangka Pendek Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan 
hutang jangka pendek yang merupakan belanja yang bersifat 
wajib yang harus dijamin kelangsungan pemenuhan 
pendanaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
disebutkan, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari 
bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diterima setelah Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan maka 
Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan yang 
bersifat khusus dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana 
dimaksud pada huruf b dengan melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJa ~~D'al',rah 
Tahun Anggaran 2023; 

d. bahwa berdasarkan .... 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ~imakdsud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu d1atur an 
ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komer~ng Ulu Timur _tentang 
Perubaha n Ketiga Ata s Peraturan Bupatl Ogan Komenng Ulu 
Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daera h Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahu n Anggaran 2023. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tenta ng Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir d i Provin si 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 434 7) 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 20 14 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tenta ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 10, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta hun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembar~n Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah d1ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2012 
Nomor 171 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 5340); 

1 O.Peraturan Pemerintah. .. 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta hun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepa da Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana tela h diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6847); 

15 . Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Ta hun 201 2 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri ... 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Pera turan Menteri Dala m Negeri Nomor 78 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah 
dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tenta ng Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daera h Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2022 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: ... 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN 
KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 66), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 
direncanakan sebesar Rp. l.816.993.288.063,00 (Satu triliun 
delapan ratus enam belas miliar sembilan ratus sembilan 
puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam 
puluh tiga rupiah), bertambah sebesar 
Rp.161.698.960.528,00 (Seratus enam puluh satu miliar enam 
ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh 
ribu Zima ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp.1. 978.692.248.591,00 (Satu triliun sembilan ratus 
tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta 
dua ratus empat puluh delapan ribu Zima ratus sembilan puluh 
satu rupiah) yang bersumber dari: 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 

( 1) Pend a pa tan transfer se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b semula direncanakan sebesar 
Rp.1.687 .34 7.004.143,00 (Satu triliun enam ratus delapan 
puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat 
ribu seratus empat puluh tiga rupiah), bertambah sebesar 
Rp.161.698.960.528,00 (Seratus enam puluh satu miliar 
enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus 
enam puluh ribu Zima ratus dua puluh delapan rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp.l.849.045.964.671,00 (Satu 
triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat 
puluh Zima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu 
enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 
a . Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer ... 
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(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp.1.581.316.611.802,00 (Satu. triliun Zima ratus delapan 
puluh satu miliar tiga ratu.s enam belas juta enam ratus 
sebelas ribu delapan ratus dua rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut: 
a) Semula Rp. 106.030.392.341,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 161.698.960.528,00 

Jumlah transfer antar daerah 
setelah perubahan Rp. 267.729.352.869,00 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 13 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 
direncanakan sebesar Rp. l.812.077.988.063,00 (Satu triliun 
delapan ratus dua be las miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan 
ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), 
bertambah sebesar Rp.199.137.221.985,00 (Seratus sembilan 
puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus 
dua puZuh satu ribu sembilan ratus deZapan puZuh Zima rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp. 2.011.215.210.048,00 (Dua 
triliun sebelas miliar dua ratus Zima belas juta dua ratus 
sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; 
d. Belanja transfer. 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar 
Rp.1.224.140.845.345,00 (Satu triliun dua ratus dua 
puluh empat miliar seratus empat puluh juta delapan ratus 
empat puluh Zima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), 
bertambah sebesar Rp.29.431.865.925,00 (Dua puluh 
sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta deZapan 
ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh Zima 
rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp.l.253.572.711.270,00 (Satu triliun dua ratus limapuluh 
tiga miliar Zima ratus tujuh puZuh dua juta tujuh ratus 
sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja subsidi; 
d. Belanja hibah; clan 
e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai ... (k 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.701.494.619 .835,00 
(Tujuh ratus satu miliar empat ratus sembilan puluh empat 
juta enam ratus sembilan beZas ribu delapan ratus tiga 
puluh Zima rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut; 
a) Semula Rp. 488.500.534.010,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.431.865.925,00 

Jumlah belanja barang dan jasa 
setelah perubahan Rp. 517.932.399.935,00 

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu 
miliar dua ratus juta rupiah). 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d direncanakan sebesar Rp. 31.179.691.500,00 (Tiga 
puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam 
ratus sembilan puluh satu ribu Zima ratus rupiah). 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.766.000.000,00 
(Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) 
Rp.1.766.000.000,00 (Satu miZiar tujuh ratus enam puZuh 
enam juta rupiah). 

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan 
sebesar Rp.488.500.534.010,00 (Empat ratus delapan 
puZuh deZapan miliar Zima ratus juta Zima ratus tiga puluh 
empat ribu sepuluh rupiah}, bertambah sebesar 
Rp.29.431.865.925,00 (Dua puluh sembilan miliar empat 
ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima 
ribu sembilan ratus dua puluh Zima rupiah), sehingga 
menjadi sebesar Rp.517.932.399.935,00 (Lima ratus tujuh 
belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus 
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh 
Zima rupiah) yang terdiri dari: 
a. Belanja barang; 
b . Belanja jasa; 
c. Belanja pemeliharaan; 
d. Belanja perjalanan dinas; 
e . Belanja uang dan / a tau jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 
f. Belanja barang clan jasa bantuan operasional sekolah; 

dan 
g. Belanja barang dan jasa Bada n Layanan Umum 

Daerah. 

(2) Belanja barang ... 
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(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan rincian sebagai berikut: 
a ) Semula Rp . 122.099.066.102,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.696.603.403,00 

Jumlah belanja barang 
setelah perubahan Rp. 136.795.669.505,00 

(3) Belanja jasa sebagaimana dima ksud pada aya t (1) huruf b 
dengan rincian sebagai berikut: 
a ) Semula Rp. 202.986.716.441 ,00 
b) Bertambah/ (berkurang) Rp. 8.686.279.321,00 

Jumlah belanja jasa 
setelah perubahan Rp. 2 l 1.672.995.762,00 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) huruf c, dengan rincian sebagai berikut: 
a) Semula Rp. 19.298.135.500,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.662.883.201.00 

Jumlah belanja pemeliharaan 
setelah perubahan Rp. 24.961.018.701 ,00 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf d, dengan rincian sebagai berikut: 
a) Semula Rp. 66.506.942.000,00 
c) Bertambah/ (berkurang) Rp. 468 .500.000,00 

Jumlah Belanja perjalanan d inas 
setelah perubahan Rp. 66.975.442.000,00 

(6) Belanja uang dan/ a tau jasa untuk diberikan kepada 
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan rincian sebagai 
berikut: 
b) Semula Rp. 4.536.975.000,00 
a) Bertambah/ (berkurang) Rp. (82 .400.000,00) 

Jumlah Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan 
kepada pihak ketiga/pihak la in/masyarakat 
setelah perubahan Rp. 4.454.575.000,00 

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 4 1.497 .332.567 ,00 (Empat 
puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta 
tiga ratus tiga puluh dua ribu Zima ratus enam puluh tujuh 
rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp.31.575.366.400,00 (Tiga puluh satu miliar lima ratus 
tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu 
empat ratus rupiah). 

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 17... { ft 
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Pasal 17 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar 
Rp.237.739.307.718,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar 
tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu 
tujuh ratus delapan belas rupiah), bertambah sebesar 
Rp.169.705.356.060,00 (Seratus enam puluh sembilan 
miliar tujuh ratus Zima juta tiga ratus Zima puluh enam ribu 
enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp.407.444.663.778,00 (Empat ratus tujuh miliar empat 
ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga 
ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima 
ratus juta rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai 
berikut: 
a) Semula Rp. 50.346.173.068,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.980.154.286,00 

Jumlah modal peralatan dan mesin 
setelah perubahan Rp. 55.326.327.354,00 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai 
berikut: 
a) Semula Rp. 62.804.909.650,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.777.378.315,00 

Belanja modal gedung dan bangunan 
setelah perubahan Rp. 86.582.287.965,00 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai 
berikut: 
a) Semula Rp. 120.222.848.000,00 
b) Bertambah/ (berkurang) Rp. 140.657.823.459,00 

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
setelah perubahan Rp. 260.880.671.459,00 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dengan rincian sebagai berikut: 
a) Semula Rp. 3.315.377.000,00 
b) Bertambah/ (berkurang) Rp. 290.000.000,00 

Belanja modal aset tetap lainnya 
setelah perubahan Rp. 3.605.377 .000,00 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.550.000.000,00 
(Lima ratus lima puluh juta rupiah). 

7. Ketentuan Pasal 21... (f 



7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 21 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 huruf a semula direncanakan sebesar 
Rp.84.700.000,00 (Delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu 
rupiah) bertambah sebesar Rp.39.438.261.457,00 (Ti.ga puluh 
sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus 
enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp. 39.522.961.457,00 (Ti.gapuluh 
sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus 
enam puluh satu ribu empat ratus Zima puluh tujuh rupiah) 
yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
anggaran sebelumnya. 

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi 
se bagai beriku t: 

Pasal 22 
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 huruf b semula direncanakan sebesar 
Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) bertambah sebesar 
Rp.2.000.000.000,00 {Dua miliar rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Tu.juh miliar rupiah) yang 
merupakan penyertaan modal daerah. 

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal23 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 
anggaran belanja daerah direncanakan sebesar 
Rp.(32.522.961.457,00) (Minus tiga puluh dua miliar lima 
ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu 
ribu empat ratus Zima puluh tujuh rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar Rp. 32.522.961.457,00 {Tiga puluh 
dua miliar Zima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus 
enam puluh satu ribu empat ratus Lima puluh tujuh rupiah). 

1 0. Ketentuan Pasal 26 .. . 
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Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati m1 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023. 

Pasal II 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal \j fW~ t... 2023 

BUPATI OG KOMERING ULU TIMUR, 

-

Diundangkan di Martapura 
. pada tanggal \ A_ ~ ,\... 2023 

SEKRETARIS DAERAH /. 
: ~ KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMU;, f' 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN 2023 NOMOR \l) 


